
BUPATI DONGGALA
': ,! lll

PERATURAN DAERAn nnnurATEN DONGGALA
NOMOR 15 TAHUN 2OII

TENTANG

PERUBATIAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN

DONGGALA NOMOR 55 TAHUN 2OO7 TENTAI\G PENYERTAAI\

MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA

PADA PT. BAI\K PEMBA]\IGI.II\AN DAERAH SULAWESI
TENGAH

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA'

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan

Badan Pemiriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Tengah

atas laporan Keuangan Pemerintah 
- 

Daerah Kabupaten

Donggaia Tahun 201d, dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah, maka perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten

Donggala Nomtr 55 Tahun 2007 tentang Penyertaan Vodal

Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah

Sulawesi Tengah:
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Mengingat :

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf 4 perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor
55 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;

l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pemb€ntukan

Daerah Tingkat lI di Sulawesi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 19, Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

(tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,

Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor l0
Tahun l99E tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1992 tentang Perbankan (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1998 Nomor lE2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 2t Tahun 1999 tenta$g

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851)l

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4286):
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7.

Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Pe$endahataan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (I*mbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (trmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan kmbaran Negara

Republik lndonesia Nomor 21421);

Undang-Undang Nomor 32 Tefiun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan trmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor t1 falun 2008 (trmbaran Negara Republik

tndoneiia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

Uniang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

f"r-iun andra Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(kmbtan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126'

iambahan frmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 443E);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

terbatis lLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor ld6 Tambahan t embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan

Pe.utuin Peru-ndang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20il Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

9.

10.

11.

12.
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lJ. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999
tentang Penyerta-an Modal Negara Republik Indonesia Ke
Dalam Modal Bank Pembangunan Daerah Daerah lstimewa Aceh,
Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utar4 Bank Pembangunan
Daerah Bengkulu, Bank Pembangunar Daerah Lampung Bank
Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Bank Pembangunan
Daerah Kalimantan Timur, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi
Utar4 Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, Bank
Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, Bank Pembangunan

Daerah Nusa Tenggara Timur, Pt Bank Lippo Tbk, Dan ft Bank
Sembada Artanugroho Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank
Umu (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
e);
Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 1999 tentang Pemindahan
lbukota Daerah Kabupaten Donggala dari Wilayah Daerah Kota
Palu ke Wilayah Kota Donggala Kecamatan Banawa (lrmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 135, Tambahan
kmbaran Negara Republik Inondeia Nomor 3669);
Peraturan Pemerintah Nomor 5E Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah

14.

15.

16.

17.
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18.

19.

Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 78' Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4E55);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (trmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Peneelolasn Uang Negara/Daerah (trmbaran Negara

Reo-uUtil Indonesia Tahun 200? Nomor E3' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 473t);

Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2008 tentang Investasl

p.r".int"f, (Ircmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 14, Tambahan kmbaran Negara KepubllK

Indonesia Nomor 4812);

Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang Standar

nf"i"t.i Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

iia""".i" Tahun 20'10 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Nesara Republik lndonesia Nomor 5165);

p.ituran baerah Provinsi Sulaewsi Tengah Nomor 2 Tahun

iisg ,".*g Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan

il""J' s"ii*"ri Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi

P;;;.- Terbatas lLmbaran Daerah Provinsi Sulawesi

Trengah Tahun 1999 Nomor 6 Seri D Nomor 4);

Perut-u.an Daerah Kabupaten Donggala Nomor .10 Tahun

2005 tentang Pengawasan Atas Penyelenggaraan

F.r*rin,uttun Daerah Kabupaten Donggala {Lembarart

Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2005 Sen E Nomor lu'

i".i"ft"" lrmbaran Di"iah Kabupat"n Donggala Nomor.9);

Peratumn Daerah Kabupaten Donggala Nomor 48 Tahun

ZOOi t"ntung Pengelolaan Keuangan Daerah .(Lembaran
Ou.ruf, fuU,iput"n donggala Tahun 2007 Nomor 48);

20.

21.

22.

L).

1A
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Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 55 Tahun
2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Kabupaten Donggala pada PT. Bank Pembangunan Daerah
Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala
Tahun 2007 Nomor 55);
Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Dserah Kabupaten
f),onggala Tahun 200E Nomor 3, Tambahan kmbaran
Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAI\' PERWAKILAN RAKYAT DAf,RAH KABTJPATEN IX)NGGALA
dsn

BIJPATI DONGGALA

MEMUTUSKAITI:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLJBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGCALA
NOMOR 55 TAHI,]N 2OO7 TENTANG PE}IYERTAAN

MODALPEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK
SULTENG.

Pasal I

Ketentuan diantara Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Donggala

Nomor 55 Tahun 2007 t€ntang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten

Donggala pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (Lembaran

Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2007 Nomor 55) disisipkan I (satu) Pasal

sebagai berikut:

25.

)6
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Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan l (satu) Pasal, yakni Pasal 54 yang

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(l) penvertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah
''' ;;;;;i"igJ ainv"tur."n dalam bentuk uang vang besarnva ditetapkan

RD. I 3.000.000.000,-(tiga belas milyar rupiah)'

(r) ;:;;;-;;t"n-n i'oaur sebasaimana dimaksud pa& avat (l)' dapat

'-' Jii"f*it"fit 
-setiap 

tatrun y*g it*tty" ditetapkan lebih lanjut dalam

APBD tahun bersangkutan '

Passl tr

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengeuhuiny4 memerintahkan pergundangan Peraturan

Daerah ini dengan p"n".p"*ny" Otlam lrmbaran Daerah Kabupaten Donggala'

Ditetapkan di Donggala

Pada tanggal 30 Desember 20ll

BI,'PATI DONGGALA

ttd'

HABIRPONULELE

Diundangkan di Donggala"

oada tanggal.30 Desember 201 I

Sf, KR-ETARIS DAERAH KABTJPATEN DONGGALAI

ttd'

ffi
NIP. 1953 0201 1982 03 I 007
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2OTI
NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
KEPALA BAGIAI\ HUKUM DAII PERUNDANG-UNDAI\GAN,

/ffuu/*/
MUZAKIR PAI\ITAS. SH.. MH

NIP. 1960 0305 1994 03 I 003.
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABI'JPATEN DONGGALA

NOMOR T5 TAHTJN 2OTI

TEI{TANG

PENYERTAAI\I MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA

PT. BANK SULTENG

I.UMUM

Berdasarkan Pasal 4l ayat 15) Undang-UndanC Ylno',-l-]+* 
2004 tentang

Perbendaharaan N"gara o- i"tui is"p"tt*ti Pemerintah Nomor 58 Tahun

2005 tentang Pengelolaan K""-q; ?1"*: t:ll^:11;1r- modal Pemerintah

;"""J 0.d "1*"r X**";#i-#:,"fl '.$:m,i"ffi#;:ffi
ffi* iil-Tff ff3.Lff ;;;-t"i'* -gg"'- t"'kenaan tetah ditetaPkan

'dlil ;.u:i;- daerah tentang penyertaan modal daerah '

Untuk itu dalam rangka meningkatkan kePemilikan-modal Pemerintah Daerah

pada PT. Bank Sulteng p"'tu iit"ttutt* penanaman modal (investasi) jangka

panjang.

II, PASAL DEMI PASAL
Pasal I

CukuP jelas'

Pasal ll
CukuP jelas'

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA

NOMOR 15
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